

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan “Good Governance” yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya tujuan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa dan negara ini, maka diperlukan pedoman dan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, dan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa semua lembaga perangkat daerah diinstruksikan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) setiap akhir tahun anggaran.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

















Sumber Data : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2016
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2016 terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD

b. Bagian Umum, terdiri dari :

b.1. Sub Bagian TU dan Kepegawaian;

b.2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
b.3. Sub Bagian Humas dan Protokol;
c.
Bagian Keuangan dan Bina Program, terdiri dari :


c.1. Sub Bagian Bina Progran;


c.2. Sub Bagian Keuangan;

d.
Bagian Hukum, terdiri dari :


d.1. Sub Bagian Perundang-Undangan;


d.2. Sub Bagian Fasilitasi dan Dokumentasi Produk Hukum;
e. Bagian Persidangan, terdiri dari :

    e.1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;

    e.2. Sub Bagian Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi

f. Kelompok Jabatan Fungsional
C. Kondisi Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Susunan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah unsur staf pelaksana pemerintah Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, kedudukanya dibawah Bupati Banyumas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banyumas. Guna mendukung keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Banyumas maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas memiliki jumlah pegawai sebagai berikut :

a. Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

	PNS GOLONGAN
	JUMLAH ORANG
	KETERANGAN

	GOL. IV/b
GOL. IV/a

GOL. III/d

GOL. III/c

GOL. III/b

GOL. III/a

GOL. II/d

GOL. II/c

GOL. II/b

GOL. II/a

GOL. I/c
	2
4
9
4
4
4
1
2
-

2
1

	

	JUMLAH
	33
	


b. Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan kepangkatan :

	NO
	JABATAN
	JUMLAH ORANG
	KETERANGAN

	1

2

3

4
	ESELON II/B

ESELON III/A

ESELON IV/A

FUNGSIONAL UMUM
	1

4
9
19
	

	
	Jumlah
	33
	


c. Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :

	NO
	JENIS PENDIDIKAN
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1

2

3

4

5

6
	PASCA SARJANA

SARJANA

DIPLOMA III

SLTA

SLTP

SD
	6
13

3
4
1

3
	

	
	Jumlah
	33
	


D. Tugas dan Fungsi

Bahwa tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

1. Tugas

Sesuai pasal 4 Bab III disebutkan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kesekretariatan DPRD dalam merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, administrasi urusan pemerintah bidang kesekretariatan DPRD melalui pengarahan serta pemberian petunjuk langsung maupun tidak langsung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan kebijakan daerah bidang kesekretariatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi misi pemerintah daerah kabupaten Banyumas.

2. Sesuai pasal 5 Bab III disebutkan bahwa Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis Bagian Umum, Bagian Keruangan, Bagian Hukum, dan Bagian Persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pelaksanaan Konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi maupun lingkup kabupaten/DPRD/lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Pembinaan dan pengarahan kebijakan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Persidangan, kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif;
d. Penyelenggaraan fasilitasi, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan bagian Persidangan;
e. Penyelenggaran administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan pembinaan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku;
f. Pelaksanaan tertib administrasi dan aparatur yang kompeten;
g. Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan sesuai perencanaan agar diperoleh hasil yang telah ditetapkan;
h. Pelaksanaan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Bagian Persidangan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
E. Permasalahan Utama ( Strategic issues ) yang sedang dihadapi
1. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap masyarakat belum sesuai harapan
2. Optimalisasi fungsi legislasi yang kurang

3. Perbedaan cara pandang antara Sekretariat DPDR sebagai birokrat dan DPRD sebagai politikus terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan

4. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD



A. Visi dan Misi

Untuk mencapai hasil yang konsisten sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan satu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konsepsional, analitis, realities, rasional dan komprensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan   oleh   segenap   anggota   organisasi.   Bagi   suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas :
“MENJADI INSTITUSI YANG PROFESIONAL, BERSIH, PARTISIPATIF DAN INOVATIF DALAM MENDUKUNG SERTA MEMFASILITASI KINERJA DAN HASIL KERJA DPRD MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA”
Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna:
1 Profesional adalah kepandaian khusus yang bersangkutan dengan profesi.

2 Bersih adalah bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

3 Partisipatif adalah berperan serta dalam kegiatan DPRD.

4 Inovatif adalah selalu memperbaharui pelayanan dalam menunjang kegiatan DPRD.

5 Tercapainya tujuan akhir yang dicita-citakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya berlandaskan iman dan takwa

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.
Berdasarkan   definisi   misi   yang   ditetapkan tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2018 :
1. Optimalisasi Pelayanan Administratif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur SDM dan Ketersediaan Sarana Prasarana kegiatan-kegiatan DPRD

2. meningkatkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas rapat-rapat, persidangan dan kualitas risalah rapat DPRD, serta mewujudkan peningkatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. Mewujudkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan dan dokumentasi produk hukum

Misi  ini  didasarkan  pada  kondisi bahwa agar terwujud institusi yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif bagi DPRD Kabupaten Banyumas sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD  berjalan  efektif  maka  dibutuhkan  Grand  Strategi  yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.  Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.
Hubungan Tujuan dan Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran
	Tujuan
	Sasaran


	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas


	Mewujudkan kualitas penyusunan program, keuangan serta evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD kabupaten Banyumas

	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD

	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2.
Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


	Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD
	1. Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD

2.
Terdokumentasinya produk hukum DPRD


Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.  Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 04/SETWAN Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2018. Adapun Indikator Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama
	No
	Sasaran Renstra
	Indikator Kinerja Utama
	Penanggungjawab
	Sumber Data

	1


	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas


	Persentase kualitas pelayanan administrasi
	Kasubag  TU dan Kepegawaian
	Sekretariat DPRD

	
	
	Persentase kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD
	Kasubag  Perlengkapan dan Rumah Tangga
	Sekretariat DPRD

	
	
	Persentase peningkatan kualitas SDM
	Kasubag  Humas dan Protokol
	Sekretariat DPRD

	2
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD
	Persentase pengumpulan dokumen penyusunan program laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD tepat waktu
	Kasubag Bina Program
	Sekretariat DPRD

	
	
	Persentase jumlah pelatihan kemampuan aparatur yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelaporan
	Kasubag Bina Program
	Sekretariat DPRD

	3
	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase aspirasi dari masyarakat yang diterima
	Kasubag Fasilitasi dan Dokumantasi Hukum
	Sekretariat DPRD

	
	
	Persentase Pelaksanaan Fungsi legislasi DPRD
	Kasubag Rapat dan  Risalah
	Sekretariat DPRD

	
	
	Persentase ketersediaan layanan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD
	Kasubag Humas Protokol
	Sekretariat DPRD

	
	
	Persentase Rapat-rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa
	Kasubag Rapat dan Risalah
	Sekretariat DPRD

	4
	Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dan aparatur dalam peningkatan kemampuan dan wawasan
	Kasubag Rapat dan Risalah
	Sekretariat DPRD

	
	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	Kasubag Bina Program
	Sekretariat DPRD

	
	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja komisi dan studi komparatif DPRD Kabupaten Banyumas
	Kasubag Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi
	Sekretariat DPRD

	
	
	Persentase fasilitasi kesehatan/general cek up
	Kasubag Bina Program
	Sekretariat DPRD

	5
	Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD
	Persentase tersusunya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku
	Kasubag Perundang-Undangan
	Sekretariat DPRD

	6
	Terdokumentasinya produk hukum DPRD
	Persentase jumlah  dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD
	Kasubag Fasilitasi dan Dokumentasi Hukum
	Sekretariat DPRD


D. Perjanjian Kinerja 2017
Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan tekad atau janji kinerja tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan pimpinan instansi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2017
	NO
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan pelayanan administrasi
	70 %

	
	
	Persentase peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD
	50 %

	
	
	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur
	90 %

	2.
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD

	Persentase pengumpulan dokumen penyusunan program laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD tepat waktu
	80 %

	3.
	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase aspirasi dari masyarakat yang diterima

	80 %

	
	
	Persentase Pelaksanaan Fungsi  Legislasi DPRD

	80 %

	
	
	Persentase ketersediaan layanan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD

	50 %

	4.
	Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dan aparatur dalam peningkatan kemampuan dan wawasan

	80 %

	
	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas

	80 %

	
	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja komisi dan studi komparatif DPRD Kabupaten Banyumas

	80 %

	
	
	Persentase fasilitasi kesehatan/general   cek up

	70 %

	5.
	Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD
	Persentase tersusunya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku

	80 %

	6.
	Terdokumentasinya produk hukum DPRD
	Persentase jumlah dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD


	80 %


E. Rencana Anggaran Tahun 2017
Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) Tahun 2017 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor : 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. Adapun untuk perubahan anggaran di tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017.

Jumlah Anggaran Belanja pada Perubahan APBD Tahun 2017 sebesar     Rp. 22,473,550,000,00. Adapun komposisi belanja langsung untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2017
	No
	Sasaran Strategis
	Rencana (Rp)



	1.
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	3.565.540.000

	2.
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD
	50.000.000

	3.
	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	12.827.650.000

	4.
	Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	7.450.000.000

	5.
	Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD 
	1.055.250.000

	6.
	Terdokumentasinya produk hukum DPRD
	90.150.000



 Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berwewenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Kinerja Intansi Pemerintah merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, RKT Tahun 2017, RKPD Tahun 2017, dan PK Tahun 2017.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RPJMD. Setelah dilakukan pengukuran kinerja dapat diketahui selisih atau celah kinerja. Berdasarkan selisih tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. 

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan  pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LKjIP ini menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja
	No
	Interval Nilai Realisasi Kinerja
	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

	1
	91 % ≤ 100 %
	Sangat Tinggi

	2
	76 % ≤ 90 %
	Tinggi

	3
	66 % ≤ 75 %
	Sedang

	4
	51 % ≤ 65 %
	Rendah

	5
	≤ 50 %
	Sangat Rendah


Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam  tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang terakhir telah mengalami perubahan berdasarkan hasil reviu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 04/SETWAN Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2018.  Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas  tahun 2017 menunjukan hasil sebagai berikut :
Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

	NO
	Indikator Kinerja
	Target

(%)
	Realisasi
(%)
	Capaian kinerja

(%)

	(1)
	(3)
	(4)
	(5)
	

	MISI 1

	1.
	Persentase peningkatan pelayanan administrasi

	70 
	100
	143

	
	Persentase peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD

	50 
	100
	200

	
	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur

	90 
	100
	111

	2.
	Persentase pengumpulan dokumen penyusunan program laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD tepat waktu

	80 
	100
	125

	MISI 2

	3.
	Persentase aspirasi dari masyarakat yang diterima
	80 
	100
	125

	
	Persentase Pelaksanaan Fungsi  Legislasi DPRD

	80 
	100
	125

	
	Persentase ketersediaan layanan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD

	50 
	100
	200

	4.
	Persentase Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dan aparatur dalam peningkatan kemampuan dan wawasan
	80 
	100
	125

	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	80 
	100
	125

	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja komisi dan studi komparatif DPRD Kabupaten Banyumas
	80 
	100
	125

	
	Persentase fasilitasi kesehatan/general   cek up

	70 
	46
	66

	MISI 3

	5.
	Persentase tersusunya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku

	80 
	100
	125

	6.
	Persentase jumlah dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD


	80 
	100
	125


Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

A. Misi 1 : Optimalisasi Pelayanan Administratif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur SDM dan Ketersediaan Sarana Prasarana kegiatan-kegiatan DPRD, dapat dilihat dari indikator :

1. Persentase peningkatan pelayanan administrasi, mencapai 143 %.

2. Persentase peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD, mencapai 200 %.
3. Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur, mencapai 111 %.
4. Persentase pengumpulan dokumen penyusunan program laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD tepat waktu, mencapai 125 %.
B. Misi 2 : meningkatkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas rapat-rapat, persidangan dan kualitas risalah rapat DPRD, serta mewujudkan peningkatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat dilihat dari indikator :

1. Persentase aspirasi dari masyarakat yang diterima, mencapai 125 %.

2. Persentase Pelaksanaan Fungsi  Legislasi DPRD, mencapai 125 %.

3. Persentase ketersediaan layanan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD, mencapai 200 %

4. Persentase Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dan aparatur dalam peningkatan kemampuan dan wawasan, mencapai 125 %.
5. Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas, mencapai 125 %.
6. Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja komisi dan studi komparatif DPRD Kabupaten Banyumas, mencapai 125 %.
7. Persentase fasilitasi kesehatan/general cek up, mencapai 66 %.
C. Misi 3 : Mewujudkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan dan dokumentasi produk hukum, dapat dilihat dari indikator :

1. Persentase tersusunya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku, mencapai 125 %.
2. Persentase jumlah dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD, mencapai 125 %
	B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS





Dalam laporan ini Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2017 dengan  6 (enam) sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja

	NO
	SASARAN
	JUMLAH INDIKATOR

	1.
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	3

	2.
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD
	1

	3.
	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	3

	4.
	Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	4

	5.
	Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD
	1

	6.
	Terdokumentasinya produk hukum DPRD
	1



Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD 

 Kabupaten Banyumas Tahun 2017

	No
	Sasaran
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2017

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	Capaian

	1.
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan pelayanan administrasi
	%
	70
	100
	143

	
	
	Persentase peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD

	%
	50
	100
	200

	
	
	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur
	%
	90
	100
	111

	2.
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD
	Persentase pengumpulan dokumen penyusunan program laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD tepat waktu


	%
	80
	100
	125

	3.
	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase aspirasi dari masyarakat yang diterima

	%
	80
	100
	125

	
	
	Persentase Pelaksanaan Fungsi  Legislasi DPRD

	%
	80
	100
	125

	
	
	Persentase ketersediaan layanan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD

	%
	50
	100
	200

	4.
	Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dan aparatur dalam peningkatan kemampuan dan wawasan

	%
	80
	100
	125

	
	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas

	%
	80
	100
	125

	
	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja komisi dan studi komparatif DPRD Kabupaten Banyumas

	%
	80
	100
	125

	
	
	Persentase fasilitasi kesehatan/
general cek up
	%
	70
	46
	66

	5.
	Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD
	Persentase tersusunya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku

	%
	80
	100
	125

	6.
	Terdokumentasinya produk hukum DPRD
	Persentase jumlah dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD
	%
	80
	100
	125


Adapun untuk pencapaian indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2017.

	No
	Predikat
	Rata-rata % capaian
	Jumlah Indikator

	1.
	Sangat Tinggi
	91 % ≤ 100 %
	12

	2.
	Tinggi
	76 % ≤ 90 %
	-

	3.
	Sedang
	66 % ≤ 75 %
	1

	4.
	Rendah
	51 % ≤ 65 %
	-

	5.
	Sangat Rendah
	≤ 50 %
	-


C. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Tabel 3.6
Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja

Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 
Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2017
	NO
	IKU PERANGKAT DAERAH
	TARGET TH. 2017
	REALISASI TH. 2017
	HAMBATAN   /MASALAH DLM MENCAPAI TARGET
	UPAYA PEMECAHAN HAMBATAN/MASALAH

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Persentase aspirasi  masyarakat 
	80%
	100%
	Belum adanya pendampingan dari sekretariat terhadap pelaksanaan Reses Anggota Dewan 
	Adanya pendampingan sekretariat  terhadap pelaksanaan Reses Anggota Dewan

	2
	Persentase Pelaksanaan Fungsi legislasi DPRD
	80%
	100%
	Adanya perubahan payung hukum raperda yang diusulkan 
	ditunda pembahasanya menunggu perubahan payung hukum 

	3
	Persentase ketersediaan layanan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD
	50%
	100%
	Waktu pengerjaanya terlalu sempit karena menyesuaikan anggaran perubahan
	Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien 

	4
	Persentase jumlah keikutsertaan anggota DPRD dan aparatur dalam peningkatan kemampuan dan wawasan
	80%
	100%
	Tema Bintek  tidak sesuai dengan topik yang sedang dibutuhkan 
	Adanya sinkronisasi tema bintek dengan trending topik yang ada

	5
	Persentase Jumlah  kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	80%
	100%
	Banyaknya kegiatan insidental 
	Manajemen waktu agar kegiatan dapat berjalan sesu8ai jadwal waktu yang telah ditetapkan

	6
	Persentase Jumlah  kunjungan kerja komisi dan studi komparatif DPRD Kabupaten Banyumas
	80%
	100%
	Banyak aspirasi dari stakeholder yang tidak  tertampung dalam kegiatan komisi
	Berkoordinasi dengan para stakeholder sebelum membuat kegiatan agar aspirasi stakeholder terwakili

	7
	Persentase fasilitasi kesehatan/general cek up
	70%
	46%
	Banyaknya anggota Dewan yang menghendaki GCU di Luar Daerah, takut mengikuti GCU, dan alasan kesibukan lainnya
	Mensosialisasikan pentingnya kegiatan GCU

	8
	Persentase tersusunya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku
	80%
	100%
	Kurangnya komitmen eksekutif
	Perlu adanya koordinasi dengan Eksekutif terhadap Raperda yang diajukan mengenai kelengkapan data dukungnya

	9
	Persentase jumlah  dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD
	80%
	100%
	Perda yang didokumentasikan tergantung seberapa banyak Raperda yang di setujui bersama antara Bupati dan DPRD
	Estimasi jumlah Perda di dasarkan pada realisasi tahun-tahun sebelumnya

	
	
	
	
	
	



Hampir seluruh Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dapat tercapai 100%. Hanya Indikator Persentase fasilitasi kesehatan/general cek up yang realisasinya hanya mencapai 46% saja karena Banyaknya anggota Dewan yang menghendaki GCU di Luar Daerah, takut mengikuti GCU, dan alasan kesibukan lainnya. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah Mensosialisasikan pentingnya kegiatan GCU terhadap kesehatan para dewan. Persentase aspirasi  masyarakat dapat tercapai 100% dengan hambatan belum adanya pendampingan dari sekretariat terhadap pelaksanaan Reses Anggota Dewan. 
D. Akuntabilitas Keuangan
       Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.      
 Secara terperinci, realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas TA 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.7

Anggaran dan  Realisasi Anggaran Pemerintah

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2017

	No
	Sasaran Strategis
	Rencana (Rp)


	Realisasi (Rp)
	Prosentasi Realisasi (%)

	1.
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	3.565.540.000
	2.763.002.450
	77,49

	2.
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD
	-
	-
	0 

	3.
	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	12.827.650.000
	12.627.243.580
	98,44

	4.
	Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	7.450.000.000
	7.151.773.491
	96

	5.
	Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD 
	1.055.250.000
	887.433.652
	84,09

	6.
	Terdokumentasinya produk hukum DPRD
	90.150.000
	37.839.000
	41,97


Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2017. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2017, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran 

Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2017
	No
	Sasaran
	Jumlah Indikator
	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja

Sasaran
	Realisasi Anggaran

	
	
	
	
	(Rp)
	%

	Misi 1

	1.
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	3
	151
	2.763.002.450
	77,49

	2.
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD

	1
	125
	-
	-

	Misi 2

	3.
	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	4
	150
	12.627.243.580
	98,44

	4.
	Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	4
	147
	7.151.773.491
	96

	Misi 3

	5.
	Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD
	1
	125
	887.433.652
	84,09

	6.
	Terdokumentasinya produk hukum DPRD
	1
	125
	37.839.000
	41,97


E. Analisa Efisiensi
Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat 6 sasaran menunjukan sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.9

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	No
	Sasaran
	Jumlah Indikator
	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja

Sasaran
	Persentase Realisasi Anggaran
	Tingkat Efisiensi

	Misi 1

	1.
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	3
	151
	77,49
	73,51

	2.
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD
	1
	125
	-
	125

	Misi 2

	3.
	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4
	150
	98,44
	51,56

	4.
	Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	4
	147
	96
	51

	Misi 3

	5.
	Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD
	1
	125
	84,09
	40,51

	6.
	Terdokumentasinya produk hukum DPRD
	1
	125
	41,97
	83,03



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRDKabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumasmenyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented Government) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 239/IX/6/8/2003, juga dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber dana APBD Kabupaten Banyumas terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai Program yang telah ditetapkan sebagai wujud penyelenggaraan Manajemen Tata Pemerintahan yang baik untuk lebih meningkatan kinerja dimasa yang akan datang melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan, guna mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lebih mengedepankan apek-aspek manajemen  guna menyelesaiakan permasalahan dalam organisasi sehingga akan mencapai target kinerja yang optimal;

2. Peningkatan koordinasi antar bagian pada Sekr. DPRD sehingga tidak ada kesenjangan fungsi yang akan bisa merugikan tugas dan fungsinya.

3.  Memperbaiki sistem pengendalian kegiatan  lebih efisien dan efektif, fokus terhadap pencapaian kinerja, serta memperbaiki sistem informasi dan kearsipan sehingga akan menghasilkan output yang lebih baik. Dalam hal kearsipan perlu sekali penataan dan pengelolaan  kearsipan sesuai peraturan perundangan yang ada.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas TA. 2017, semoga dapat bermanfaat serta mendorong pada terwujudnya pelaksanaan Tata Pemerintahan Kabupaten Banyumas yang baik (God Governance).
	Purwokerto,       Januari 2018

	Sekretaris DPRD

	Kabupaten Banyumas

	

	AGUS NUR HADIE, S.Sos,M.Si
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